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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dilakukan
oleh suatu negara jika ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya
dari suatu bangsa secara terarah untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Oleh karena
Itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagal
wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.
Membangun kesejahteraan rakyat merupakan salah satu upaya
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat
dengan memberi perhatian utama agar tercukupinya kebutuhan dasar yaitu
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
Selain itu, pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya merupakan
suatu interaksi dari berbagal kelompok variabel seperti sumber daya
manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Sehingga

pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam



mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan dan
juga konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Secara teoritis
pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang
berkualitas. Sumber daya manusia dapat berperan sebagai suatu faktor
produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat
meningkatkan produktivitas perekonomian. Agar dapat mencapai sumber
daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pembentuk human capital
(modal manusia). Menurut Ricky dan Retno (2019:248) menyampaikan
bahwa human capital dapat diartikan sebagai manusia itu sendiri baik
perorangan maupun tim dalam hal kapabilitas individunya, pengetahuan,
komitmen, dan pengalaman pribadi yang dipinjamkan kepada perusahaan.
Human capital merupakan segala sesuatu mengenal manusia dengan
semua kapabilitasnya sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan
agar dapat mencapail tujuannya.

Human Capital (modal manusia) sangat berpengaruh terhadap
pembangunan ekonomi, seperti di Indonesia saat ini pertumbuhan ekonomi
berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan ini didorong
oleh sektor-sektor seperti industri, pariwisata hingga infrastruktur dan
pertumbuhan Ini menciptakan permintaan tenaga kerja baru untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berkembang.
Sehingga dalam hal ini tenaga kerja memiliki peran yang besar dalam
pembangunan ekonomi di Indonesia. Tenaga kerja merupakan pelaku

pembangunan atau bisa dikatakan sebagai aktor utama dalam



pembangunan dan aktivitas ekonomi baik secara individu maupun secara
kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting yaitu untuk
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat. Pentingnya peran tenaga kerja di Indonesia perlu untuk
diberikan kesejahteraan. Dalam rangka memastikan kesejahteraan tenaga
kerja di Indonesia, sangatlah penting untuk menerapkan kebijakan serta
program yang mendukung untuk pemberian upah yang adil, kondisi kerja
yang aman dan sehat, akses terhadap jaminan sosial, pelatihan kerja yang
berkualitas, serta perlindungan hukum vyang kuat. Sehingga akan
memberikan manfaat yang luas bagi tenaga kerja itu sendiri, masyarakat,
dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara
mengembangkan gerakan jaminan sosial untuk meningkatkan
perlindungan sosial bagi para tenaga kerja. Berlandaskan pada Undang-
undang Nomor 40 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Jaminan Sosial adalah
salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak™ Dalam hal ini
pelaku yang menyedikan jaminan sosial ialah penyelenggara program
Jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah

satu tanggung jJawab dan kewajiban negara untuk memberikan



perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat terutama tenaga kerja.

Perlindungan sosial ekonomi di Indonesia telah di atur pada Sistem

Jaminan Sosial Nasional, yang dimana Sistem Jaminan Sosial Nasional

merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh

beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 menjelaskan tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup 3 poin, diantaranya:

1. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenunhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya
menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan
makmur.

2. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat
Indonesia.

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional.

Berdasarkan 3 poin tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam
memberikan perlindungan sosial ekonomi, peran badan hukum seperti
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi sangat penting. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS



menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas
kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan dari BPJS adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian
jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
peserta atau anggota keluarganya. Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor
24 Tahun 2011, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan
kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4
program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
pensiun, dan jaminan hari tua.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja kluster ketenagakerjaan merubah ketentuan Pasal 18 Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
menambah jenis program jaminan sosial menjadi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

2. Jaminan Hari Tua

3. Jaminan Pensiun

4. Jaminan Kematian

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada tenaga
kerja dengan jenis keanggotaan yaitu pekerja Penerima Upah (PU) dan
pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Penerima Upah (PU) merupakan

pekerja yang bekerja di perusahaan atau setiap orang yang bekerja



dengan menerima gaji, upah atau imbalan dari pemberi kerja. Sedangkan
Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan pekerja yang melakukan
kegiatan ekonomi atau usaha sendiri untuk memperoleh penghasilan dari
kegiatan atau usaha yang dilakukannya.

Pada setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini didasarkan pada
ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur tentang hubungan
ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, perusahaan
sektor penerima upah cenderung lebih aktif dalam mendaftarkan
karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja
Penerima Upah (PU) lebih terinformasi tentang keberadaan BPJS
Ketenagakerjaan serta manfaat program yang diberikan. Sehingga
mereka sadar akan pentingnya memiliki jaminan sosial dan perlindungan
ketenagakerjaan dengan mendaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Selain itu, sektor Penerima Upah (PU) umumnya
memiliki sumber daya yang lebih baik terutama dalam dukungan
administratif dalam mendukung proses pendaftaran. Sedangkan pada
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Indonesia tidak memiliki
kewajiban hukum yang mengharuskan mereka untuk mendaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan karena sistem BPJS Ketenagakerjaan
didesain dengan pendekatan opsional, di mana pekerja memiliki
kebebasan untuk memilih menjadi peserta atau tidak. Ini disebabkan oleh

sifat pekerjaan BPU yang seringkali mandiri, beragam, dan tidak



melibatkan perusahaan yang mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan
mereka.

Oleh karena itu Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seringkali lebih
pasif dalam mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena
kurangnya informasi yang memadai tentang keberadaan BPJS
Ketenagakerjaan dan manfaat program yang ditawarkan. Keterbatasan
akses informasi, kurangnya kampanye edukasi, serta kompleksitas
prosedur pendaftaran dapat membuat BPU merasa terhambat atau
bahkan kurang tertarik untuk bergabung. Sehingga mereka kurang
memiliki kesadaran tentang perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan
sosial yang bermanfaat untuk para pekerja. Selain itu, pekerja Bukan
Penerima Upah (BPU) biasanya mengalami kesulitan administratif dalam
melakukan pendaftaran yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman
dari peserta mengenai proses pendaftaran dan administrasi yang
diperlukan. Faktor lain terdapat dalam pembayaran iuran bagi pekerja
Bukan Penerima Upah (BPU), dikarenakan banyak pekerja BPU memiliki
penghasilan yang tidak menentu, terbatas, atau bahkan tidak terjamin,
seperti pekerja harian, pekerja lepas, atau pengusaha kecil yang
menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Selain itu, pekerja
Bukan Penerima Upah (BPU) seringkali bekerja dalam sektor informal di
mana jaminan sosial tidak selalu diintegrasikan dengan pekerjaan mereka,
sehingga iuran BPJS menjadi tambahan beban keuangan yang mungkin

sulit diatasi. Ketidakpastian dalam pendapatan dan beban keuangan yang



sudah ada bisa membuat pembayaran iuran menjadi prioritas yang lebih
rendah, terutama ketika kebutuhan sehari-hari dan keluarga harus
dipertimbangkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat
perbandingan yang signifikan antara segmen peserta Penerima Upah
(PU) dengan peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini dapat dilihat
dari perbandingan yang menjadi peserta di kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Bali Denpasar baik peserta Penerima Upah (PU) maupun Bukan

Penerima Upah (BPU).

Tabel 1.1 Jumlah peserta Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima
Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar
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Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, 2023



Dari grafik di atas data Jumlah peserta Penerima Upah (PU) dan
Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Bali Denpasar pada tahun 2018 perbandingan peserta Penerima Upah
(PU) dengan Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 243.146 peserta
berbanding 22.264 peserta. Tahun 2019 sebanyak 262.321 peserta
berbanding 29.617 peserta. Pada tahun 2020 sebanyak 214.295 peserta
berbanding 59.563 peserta. Tahun 2021 sebanyak 210.828 peserta
berbanding 40.770 peserta. Dan pada tahun 2022 sebanyak 242.306
peserta berbanding 90.490 peserta. Walaupun jumlah peserta Bukan
Penerima Upah (BPU) mengalami peningkatan di tahun 2022, namun jika
dibandingkan dengan jumlah peserta Penerima Upah (PU) yang terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan cabang Bali Denpasar masih sangat jauh yaitu
sebesar 24%. Sehingga pemerintah perlu lebih maksimal dalam
mengedukasi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) untuk meningkatkan
kesadaran tentang pentingnya memiliki jaminan sosial dan manfaat yang
ditawarkan olen BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang sudah diatur dalam
peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara
penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jumlah peserta
Bukan Penerima Upah (BPU) sangat perlu diperhatikan agar mendapatkan
perlindungan yang memadai guna mencapail kesejahteraan sosial. Dilihat

dari pengamatan penulis bahwa di lapangan masih banyak pekerja Bukan
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Penerima Upah seperti pedagang, driver online, sopir dan lainnya belum
mendafatarkan dirinya dikarenakan belum mengetahui perbedaan dari
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penduduk yang sudah
menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak ingin mendaftar lagi di BPJS
ketenagakerjaan karena menambah Dbiaya pengeluaran dalam
perbulannya. Serta isu yang masyarakat rasakan terkait lamanya proses
klaim dana bantuan asuransi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan
mengangkat judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS BAGI PESERTA
BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) PADA KANTOR BPJS

KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR”.

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dibuat suatu
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan
Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali
Denpasar?

2. Apa faktor penghambat dari implementasi program jaminan sosial bagi
peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program jaminan sosial bagi peserta
Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Bali Denpasar.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program jaminan
sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh ijazah

Diploma Il (tiga) jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.

b. Untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih
komprehensif bagi mahasiswa mengenai implementasi program
jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali
a. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan kepustakaan dan referensi

bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai
topik implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan

Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
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b. Dapat dijadikan sebagal sumber bacaan yang berharga untuk
melakukan perbandingan antara konsep-konsep teoritis dengan
Implementasinya dalam praktik yang terjadi di lingkungan perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta
masukan bagl perusahaan ke depannya untuk bisa lebih
menyempurnakan program jaminan sosial bagi peserta Bukan
Penerima Upah (BPU).

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengukur sejauh
mana program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah
(BPU) dalam memenuhi tujuan yang diharapkan serta dapat

melakukan peningkatan yang lebih maksimal.

E. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali
Denpasar yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk Nomor 143, Panjer,
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
2. Objek Penelitian
Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah “implementasi
program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada

kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar’.
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3. Data Penelitian
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Data Kualitatif
‘Data Kualitatif adalah data yang berupa kalimat, kata atau
gambar” (Sugiyono, 2015:23). Dalam hal ini data kualitatif yang
didapatkan penulis seperti, sejarah perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, kebijakan mengenai kepesertaan Bukan Penerima
Upah (BPU) serta hasil wawancara dan observasi yang dilakukan.
2) Data Kuantitatif
“Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data
kualitatif yang diangkakan™ (Sugiyono, 2014:45). Dalam hal ini
penulis memperoleh data jumlah tenaga kerja yang terdaftar
sebagai peserta Penerima Upah (PU) dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tahun 2018-2022 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Bali Denpasar.
b. Sumber Data
1) Data Primer
Menurut Sugiyono (2019:194) “data primer adalah sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data’.
Dalam hal ini data primer diperolen secara langsung dari

perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Bidang
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Kepesertaan dengan melakukan wawancara pada staff Account
Representative Khusus serta dengan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU).
2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) “data sekunder yaitu sumber
data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data”. Pada penelitian ini data sekunder yang diperolen penulis
yaitu dari jurnal penelitian terdahulu, website resmi perusahaan
serta artikel yang berkaitan dengan kepesertaan Bukan Penerima

Upah (BPU).

c. Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi
lingkungan pada obyek yang diteliti. Dalam tahap observasi in
penulis terlibat secara langsung dalam sosialisasi program
jaminan sosial Bukan Penerima Upah (BPU) kepada masyarakat
serta melakukan pengamatan terhadap staff BPJS
Ketenagakerjaan yang melaksanakan edukasi dan sosialisasi.
2) Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui
proses komunikasi antara dua orang dengan cara bertanya

untuk memperoleh informasi terhadap suatu topik tertentu.



15

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi
terstruktur. Menurut Sugiyono (2018: 467) “wawancara semi
terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara
lebin bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih
tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat”.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara
mengajukan pertanyaan kepada 3 (tiga) orang staff BPJS yang
menjabat sebagai ARK (Account Representative Khusus) serta
3 (tiga) orang peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang
dilaksanakan di Ruang Kepesertaan, Lobby Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar dan Terminal
Ubung.
3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam
mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen pendukung
yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini
dokumen yang digunakan berasal dari literatur dan dokumen
Instansi yang berupa brosur kepesertaan Bukan Penerima Upah
(BPU), informasi dalam website resmi BPJS Ketenagakerjaan
serta foto-foto kegiatan.

4) Triangulasi
Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang

sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah
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ada (Sugiyono, 2015:83). Mulai dari sumber data yang didapat
secara langsung seperti wawancara dan observasi, hingga yang
didapat secara tidak langsung seperti dokumen dan arsip.
Dengan menggabungkan data dari sumber-sumber yang
berbeda, peneliti dapat membandingkan temuan dari masing-
masing sumber untuk melihat kesamaan dan perbedaan.
Sehingga dengan triangulasi peneliti mendapatkan gambaran
yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti,

sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode/cara dalam
mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat
mudah untuk dipahami. Untuk menganalisis permasalahan yang akan
dihadapi dan mempermudah dalam pemecahan masalah di atas maka
penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang menguraikan
dan menjelaskan secara lengkap tentang masalah yang diteliti
berdasarkan  keterangan-keterangan yang didapatkan selama
melakukan penelitian. Dengan cara mengumpulkan data seperti
wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dapat membuat
kesimpulan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019: 321) berpendapat

bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif
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dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:
a. Pengumpulan Data
Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui
obeservasi, wawancara dan dokumentasi.
b. Reduksi Data
Mengolah data dengan memisahkan data yang dianggap penting
dan tidak penting agar data tidak jenuh (buram) dan diketahui pokok-
pokok pentingnya.
c. Penyajian Data
Penyajilan data dengan mendeskripsikan data yang telah
diklasifikasi dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
d. Kesimpulan-kesimpulan penarikan / verifikasi
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat menjawab

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



18

Pengumpulan Penyajian data
data

Reduksi data
Kesimpulan - kesimpulan
penarikan / verifikasi

Gambar 1.1 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif
(Sumber : Buku Metode Penelitian Bisnis oleh Prof. Dr. Sugiyono,2018)



BAB V
SIMPULAN dan SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program
jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Dalam proses pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah (BPU)
terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan yaitu dengan datang
langsung ke kantor cabang, melalui agen PERISAI dan dapat melalui
website resmi BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Dari ketiga metode pendaftaran tenaga kerja lebih banyak memilih
metode pendaftaran melalui agen PERISAI. Dikarenakan tenaga kerja
merasa lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan penjelasan yang
lebih terperinci tentang persyaratan, manfaat, dan prosedur pendaftaran.
Serta menguntungkan bagi tenaga kerja yang kurang memahami

teknologi

100



101

2. Faktor yang menjadi penghambat implementasi program jaminan sosial
bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yaitu kurangnya sosialisasi
dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan sosial
ketenagakerjaan. Sehingga tenaga kerja dalam sektor Bukan Penerima
Upah (BPU) yang mendaftar dalam program jaminan sosial

ketenagakerjaan masih tergolong sedikit.

B. Saran

1. BPJS Ketenagakerjaan perlu mengoptimalkan peran agen PERISAI
dikarenakan tenaga kerja lebih banyak memilih metode pendaftaran
melalui agen PERISAI, perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi
antara BPJS Ketenagakerjaan dengan agen PERISAIL. BPJS
Ketenagakerjaan dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada
agen PERISAI dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang
persyaratan, manfaat, dan prosedur pendaftaran kepada peserta.
Sehingga agen PERISAI dapat memberikan bantuan personal dan
memberikan pelayanan yang balkk agar dapat meningkatkan
kepercayaan dan kepuasan peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan komunikasi dan informasi
dengan menggunakan media sosial sebagal sarana untuk menyebarkan
informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS
Ketenagakerjaan dapat mengunggah video pengalaman nyata dari
peserta yang telah merasakan manfaat dari program jaminan sosial

tersebut. Selain menggunakan media sosial, sosialisasi secara langsung
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di komunitas dan tempat kerja juga penting dilakukan. BPJS
Ketenagakerjaan juga perlu memperbanyak jumiah agen PERISAI agar
dapat mencakup peserta di daerah-daerah pelosok dan memberikan
edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan
efektivitas komunikasi, pemanfaatan media tradisional seperti radio dan
surat kabar juga perlu dilakukan. Radio dapat digunakan dengan
menyelenggarakan program siaran khusus yang mencakup wawancara
dengan staff BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi yang
lebih mendalam tentang program jaminan sosial. Selain itu, surat kabar
juga dapat menyediakan artikel khusus tentang program jaminan sosial
ketenagakerjaan, persyaratan pendaftaran, cara mendaftar, dan manfaat

yang diperoleh.
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